KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

Mengingat

WALI NAGARI TALANG BINJAL,

bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka
Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Urusan Tata Usaha dan
Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206,
TambahanLembaran Negara Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan
Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah
KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 2989);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1641);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang
Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019-2024;
Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Nama . ZIZAH KURNIAWATI
Tempat/Tgl Lahir . PENARIK, 04 Maret 1997
Alamat : Kp.Sido Mulyo

Sebagai Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum Nagari
Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Kaur Tata Usaha dan Umum yang telah diangkat sebagaimana pada
diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.

Kaur Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
a. tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
b. penataan administrasi perangkat nagari
c. penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor
d. penyiapan rapat
e. pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum administrasi sumber-sumber pendapatan
dan pengeluaran.
Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud diktum
KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan
tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-
undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TALANG BINJAI
Pada tanggal : 04 Januari 2021




Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

5. Camat Silaut di Silaut;

6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Binjai di Talang Binjai;

7. Yang bersangkutan.



